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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Dialah yang Maha Kuasa dan Maha
Pemberi Karunia kepada seluruh makhluk-Nya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada
Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul terakhir yang telah membawa pencerahan dan
keselamatan bagi umat manusia, rahmat bagi seluruh alam.

Alhamdulillah, karena rahmat Allah SWT Seminar Internasional (ISSHMIC Ketujuh 2021)
UIN Raden Fatah Palembang yang telah diadakan selama dua hari, 9 dan 10 November,
di Hotel Beston Palembang.

ISSHMIC Tahun ini mengambil tema “Kajian Islam Melayu di Masa Pandemi
Covid-19: Peluang dan Tantangan”. Latar belakang diadakannya seminar ini adalah,
pertama, karena UIN Raden Fatah Palembang memiliki keistimewaan sebagai Pusat
Studi Peradaban Islam Melayu, maka UIN Raden Fatah berkomitmen untuk membuka
dan mengembangkan penelitian di bawah payung besar tema ini. Kedua, pandemi Covid-
19 berdampak besar pada situasi baru dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan
di masyarakat Melayu Islam. Oleh karena itu, UIN Raden Fatah Palembang mengajak
seluruh peneliti  baik yang berskala nasional maupun internasional untuk
mempresentasikan ide, dan pemikirannya dalam menghadapi tantangan pandemi ini.
Oleh karena itu, momentum SMKI ketujuh ini adalah mengubah kondisi epidemi menjadi
kegiatan yang produktif dan bijaksana.

Ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang terlibat, terutama kesediaan
para pembicara utama untuk membagi waktu dan ilmunya. Kami sangat bersyukur karena
kami memiliki pembicara utama yang luar biasa; Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, Prof.
Ronald A. Lukens-Bull, Ph.D., Prof. Dr. Jamaliah Said, Prof. Deddy Mulyana, Prof.
Herwandi, Pak Tantowi Yahya, Dr. Muhammad Nur dan Dr. .Azhar Ibrahim bin Alwi. Saya
juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang
terlibat atas kerja keras dan tulusnya. Keberhasilan penyelenggaraan seminar
internasional ini merupakan bukti komitmen dan kerja cerdas seluruh panitia di UIN Raden
Fatah Palembang. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada
semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya event internasional ini.

Dengan ISSHMIC ke-7, UIN Raden Fatah Palembang dapat melanjutkan dan
meningkatkan kualitas penelitian yang bertemakan Peradaban Islam Melayu. Sekali lagi
saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pembicara, panitia, tamu undangan
dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wssalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si
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MENAFSIR ULANG BEBERAPA POIN PENTING DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM DENGAN PENDEKATAN TEORI MAQASHID

Duski Ibrahim
Email: duski_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Artikel ini berjudul “Menafsir Ulang Beberapa Poin Penting dalam Hukum
Keluarga Islam dengan Pendekatan Teori Magashid. Masalah yang diangkat adalah
apakah memungkinkan mengubah atau menggeser penafsiran nash-nash yang
menjadi dalil-dalil tentang hukum keluarga Islam, terutama tentang asas perkawinan,
formulasi pembagian harta wrisa dan hukum berwakaf, mengingat keadaan
mukhathab sudah berubah dan berkembang? Pendekatan yang digunakan adalah
teori magashid dengan lima prinsipnya, yaitu: Memelihara agama (hifzh ad-din),
memelihara jiwa hifzh an-nafs (dengan variasi memelihara kehormatan (hifzh al-
‘rdh), memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara keturunan (hifzh an-nasl) dan
memelihara harta (hifzh al-mal), yang dipadukan dengan mempertimbangkan situasi
kontekstual (ahwal ara’in). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ternyata
sangat memungkinkan untuk mengubah penafsiran tentang hukum keluarga, yaitu
bahwa asas pernikahan dalam Islam pada prinsipnya adalah monogami, bukan
poligami atau poliandri. Kemudian, formulasi pembagian harta warisan, dapat
digunakan ayat-ayat partikular (al-ayat al-juz’iyah) dan dapat diguakan adalah ayat-
ayat univrsal (al-ayat al-kulliyah). Demikian juga hukum berwakaf dapat digeser dari
kategori sunnat menjadi kategori wajib.

Kata Kunci: Menafsir ulang, Pendekatan Maqgashid, hukum keluarga,
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Pendahuluan

Judul di atas dimaksudkan
adalah suatu upaya melakukan
pergesaran hukum-hukum tertentu
dalam hukum keluarga Islam yang
telah dirumuskan dan dipahami selama
ini, menjadi suatu hukum yang
berbeda, dengan pendekatan dan
metode yang juga berbeda dari
sebelumnya, termasuk mengubah
pemahaman atau penafsiran terhadap
nash-nash yang menjadi dalil-dalil
hukumnya, bukan mengubah nash-
nash itu sendiri. Sebab, adalah penting
bagi umat Islam meyakini bahwa
keseluruhan  nash-nash  Al-Qur’an
bersifat suci, abadi dan tidak dapat
diubah atau diganti, demikian juga
hadits-hadits Nabi. Penafsiran ulang
terhadap hukum-hukum yang telah
dianggap mapan tersebut tampaknya
memang sangat dimungkinkan,

mengingat keadaan mukhathab (umat

Islam yang di-khithab atau dituju oleh

nash-nash tersebut), sudah berubah
dan berkembang, seiring dengan
perubahan sejarah manusia secara
luar biasa di berbagai sektor, yang
berimbas kepada aspek sosial,
budaya, ekonomi, pemikiran, pola
komunikasi, demikian juga world view
atau cara pandang terhadap hukum
hukum keagamaan.

Umpamanya, kalau sebelumnya
memahami suatu masalah hukum
dengan menggunakan  nash-nash
dengan cara terpisah-pisah dan literal
(harfiyah), maka sekarang mungkin
sebaiknya dilakukan dengan cara
memadukan beberapa dalil yang
relevan (munasabah) dengan
persoalan yang dibicarakan, bukan
memakai satu ayat dengan
mengabaikan ayat yang lain, apalagi
hanya dengan potongan ayat dengan
mengabaikan potongan lain dalam
satu ayat yang utuh.

Urgensi

kolektifitas  dalil,
180
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ditambah dengan pendekatan dan

metode yang relavan tersebut,
bertujuan untuk memberlakukan nash-
nash tidak secara diskrimintatif dan
untuk  mewujudkan kemaslahatan,
termasuk dalam masalah hukum
keluarga.

Core matter atau materi inti dari
hukum keluarga Islam adalah masalah
pernikahan atau perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan atau
filantropi sosial dalam keluarga.
Dewasa ini, cara pandang atau world
view dalam memahami nash-nash,
baik ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits
terkait dengan beberapa point penting
dalam hukum keluarga tersebut, dirasa
perlu untuk dilakukan, mengingat
masalah ini sangat terkait dengan
masalah sosial kemasyarakatan yang
terus berubah dan berkembang.
Sebab, perubahan sosial ekonomi dan
kemasyarakatan secara umum yang
disebabkan

kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, jelas akan

berimbas kepada keberadaan orang-
orang mukallaf yang sangat terkait
dengan kehidupan keluarga dan
hukum keluarga.
Teori New Maqasid sebagai
Pedoman dalam Perumusan Hukum
Keluarga

Dimulai dari Imam mazhab
umpamanya diwakili Imam asySyafi’i,
berlanjut di era blessing indisguise
yang diwakili oleh antara lain Imam al-
Ghazali dan Imam asy-Syatibi yang
merumuskan lima prinsip magshid,
yaitu: Memelihara agama (hifzh ad-
din), memelihara jiwa hifzh an-nafs
(dengan variasi memelihara
kehormatan (hifzh al-‘rdh), memelihara
memelihara

akal (hifzh  al-‘aql),

keturunan (hifzh  an-nasl)  dan
memelihara harta (hifzh al-mal).
Dengan tetap beranjak dari teori
maashid sebelumnya, Jaser Audah
telah mencoba mengembangkan new
magashid,

dengan menampilkan

contoh-comtoh yang merespons
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realitas sosial-antropologis dewasa ini.
Dalam prinsip memelihara agama
(hifzh ad-din), ia mengembangkannya
dengan: memelihara, melindungi dan
mengrmati kebebasan beragama dan
berkepercayaan. Dalam prinsip

memelihara jiwa (hifzh  an-nafs),

dengan variasi memelihara
kehormatan (hifzh al-‘rdh), ia
mengembangkannya dengan:

memelihara dan melindungi harkat-
martabat kemanusiaan (al-karamah al-
insaniyah); memelihara dan melindungi
hak-hak asasi manusia (al-huquq al-
qgiyamiyah al-insaniyah). Dalam prinsip

memelihara akal (hifzh al-‘aql), ia

mengembangkannya dengan
memperluas pola pikir dan
memperbanyak  penelitian-penelitian

ilmiah;  memperbanyak perjalanan
untuk menuntut ilmu pengetahuan dan
mengembangkannya; pola pikir
mendahulukan  kepentingan umum
atas kepentingan individu (taqdim al-

£

mashlalah al-‘ammah ala al-

mashlahah al-khashshah);

menghindari upaya-upaya untuk
melemahkan kerja otak. Kemudian
dalam prinsip memelihara keturunan
(hifzh an-nasl) ia mengembangkannya
dengan pemikiran yang berorientasi
kepada perlindungan dan keutuhan
keluarga;

kepedulian terhadap

lembaga atau institusi keluarga;
kepedulian terhdap hak-hak keluarga
(terutama isteri dan anak). Sedangkan
dalam prinsip memelihara harta (hifzh
al-mal) ia mengembangkannya dengan
. kepedulian sosial, perhatian penuh
terhadap pembangunan dan
pengembangn sektor ekonomi;
mendorong kesejahteraan masyarakat;
dan menghilangkan atau paling tidak
meminimalkan jurang pemisah atau
gap antara golongan kaya dan kaum
miskin.

Oleh karena itu, dewasa ini
muncul apa yang saya sebut dengan

istlah old magashid dan new

magqashid. Old magashid dalam tulisan
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ini  dimaksudkan adalah rumusan-
rumusan sistematis tentang maqashid
syariah yang telah dtawarkan oleh
ulama-ulama klasik mulai pada akhir
abad ke 2 dan terus disempurnakan
secara gradual (tadarruj) pada abad ke
4 hingga abad ke 9 H., yakni tujuan-
tujuan syariah yang dipahami secara
epistemologis dari dilalah teks-teks

atau nash-nash Al-Qur'an dan hadits

yang konvergentif, dengan
memadukan pemahaman literal
(harfiyah) dan pemanfaatan

kemampuan akal-intelektual manusia.
Kendatipun demikian, rumusan old
maqasid tersebut, secara umum,
masih  bersifat  partikular, lebih
berorientasi atau bertujuan untuk
memprotek kebutuhan internal umat
Islam (ria’ayh hajat al-muslimin) dalam
menata berbagai aspek kehidupan,
baik  kebutuhan  yang bersifat
keagamaan dan  keberagamaan,

kebutuhan individu, keluarga, sosial

kemasyarakatan, ilmu pengetahuan,

maupun aspek ekonomi. Kalaupun
memang sudah ada pemikiran tentang
perlunya mempertimbangkan situasi
dan konteks, ruang lingkupnya masih
sangat terbatas dan sederhana.

Dalam rumusan, yang biasa kita
temukan dalam karya-karya mereka,
old maqasid diartikan sebagai tujuan-
tujuan aturan-aturan syariat, yang
esensinya berupa kemaslahatan dan
keadilan, baik dengan mendatangkan
kemaslahatan atau kebaikan itu sendiri
maupun dengan menolak
kemafsadatan atau kerusakan (jalb al-
mashalih wa daf’ al-mafasid), baik
ketika hidup di dunia ini maupun
setelah berada di akhirat nanti.
Menurut para ulama, terwujud tujuan di
atas adalah dengan cara memelihara
lima prinsip, yaitu memelihara agama
(hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs),
akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-
nasl) dan harta (hifzh al-mal) (al-

Ghazali, t.t. 1: 287; asy-Syatibi, 1977

2, 10). Esensi maqasid berupa
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kemaslahatan tersebut telah dibagi
kepada tiga kategori tingkatan, yaitu
dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.
Esensi magqasid tersebut,
seperti telah disinggung, adalah
kemaslahatan-kemaslahatan, baik
dengan mendatangkan kemaslahatan
itu sendiri maupun dengan menolak
kemafsadatan atau kerusakan (jalb al-
mashalih  wa  daf  al-mafasid).
Berdasarkan scope atau ruang lingkup
cakupannya, kemaslahatan ini, secara
garis besar, dapat dibagi kepada dua
kategori, yaitu: Pertama, kemaslahatan
partikular atau kemaslahatan khusus
(lalal) daladl 5 43 daladl), Kedua,
kemaslahatan universal atau
kemaslahatan umum (s %S dalad
dalall aladll ), Sebagai gambaran kasar
perbedaan atau titik pisah antara
keduanya dapat dikemukakan, bahwa
kemaslahatan partikular (al-maslahah
aljuz’iyah  atau  al-maslalah  al-
khashshah)

dimaksudkan adalah

kemaslahatan yang, secara umum,

masih lebih berorientasi atau bertujuan
untuk memprotek kebutuhan internal
umat Islam (ria’ayh hajat al-muslimin)
dalam menata berbagai aspek
kehidupan mereka, baik terkait dengan
kebutuhan yang bersifat keagamaan
dan keberagamaan, kebutuhan
individu, keluarga, sosial
kemasyarakatan, ilmu pengetahuan,
maupun aspek ekonomi. Sedangkan
kemaslahatan universal atau
kemaslahatan umum (al-maqasid al-
kulliyah atau al-maqasid al-‘ammah)
adalah kemaslahatan yang beorientasi
kepada bukan hanya dalam rangka
memprotek kebutuhan internal umat
Islam yang memang tidak dapat
diabaikan sesuai sesuai dengan
konteksnya, tetapi juga dalam rangka
merangkul kemaslahatan umat
manusia secara keseluruhan.
Kemaslahatan universal ini masih tetap
berakar pada lima hal di atas, tetapi

scope atau ruang Ingkup penafsiannya

telah begeser lebih maju, dengan
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mempertimbangkan realitas sosial-
antropologis umat manusia. Ini yang
saya sebut sebagai new magashid,
yang orientasinya mengarus-utamkana
kemaslahatan unversal atau
kemaslahatan umum ( s A< daladl
dalall 4aladll ), Ini dirumuskan oleh para
ulama modern dan postmedern atau
kontemporer.

Dengan ungkapan lain, titik
tekan old magashid cenderung kepada
kemaslahatan partikular (al-maslahah
al-juz’iyah  atau al-maslahah al-
khashshah), dalam arti cenderung
untuk memprotek kepentingan internal
umat Islam, dan secara metodologis,
belum melibatkan ilmu lain, untuk
mewujudkannya. Sedangkan titik tekan
new magashid, berbeda dari old
maqasid, berorientasi kepada upaya
mewujudkan kemaslahatan universal
(al-maqasid al-kulliyah atau al-maqasid
al-‘ammah), tanpa mengabaikan

kemaslahatan partikular sama sekali,

sesuai dengan konteksnya, dan secara

metodologis, dibantu atau melibatkan
ilmu-ilmu lain dalam mewujudkannya.
Hal ini, seiring dengan kemajuan
sejarah peradaban manusia yang
sangat pesat dan dahsyat, yang dicatat
mulai era revolusi industri dan
melahirkan persoalan yang kompleks,
termasuk

persoalan  keagamaan,

sehingga old magqasid yang
dirumuskan para ulama klasik dirasa
hanya memadai sesuai dengan
konteks dan realitas pada saat itu, atau
bahasa kasar kurang memadai lagi,
sehingga perlu untuk dikembangkan
dan disesuaikan dengan konteks dan
realitas sosial-antropologis sekarang,
yang menjadi core dari konsep new
maqasid.

Wolrd view atau cara pandang
new magasid dalam menyikapi dan
melakukan kajian terhadap suatu
persoalan yang dihadapi bersama di
atas, akan memperkuat keyakinan kita

terhadap agama. Al-Maraghi dalam

kata perkenalan buku karya
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Muhammad Husein Haikal yang

berjudul Hayat Muhammad (2014
XXxvii), mengatakan sebagai berikut:

Beberapa ahli ilmu kalam
mengatakan, bahwa dengan
memperhatikan astronomi dan
anatomi  jelas  menunjukkan
sempurnanya ilmu ilahi tentang
susunan alam ini. Dan sayapun
memperkat pendapat ini, bahwa
ilmu pengetahuan dan
penemuan mengenai
ketentuan-ketentuan  segenap
rahasia alam semesta ini pun
akan menjadi  pendukung
agama, akan memperdekata
pikiran  manusia menempuh
pengertian yang tadinya masih
kabur, yang tadinya masih di
luar  jangkauan otak-nya,
akhirnya akan apat memahami,
sejalan dengan firman Allah (Q.
Fushshilat: 53):

EPRTT R T
Gall 4l agd Cpiy s agud]
e S o 4l i i o

Artinya: ‘Kami akan
memperlihatkan kepada mereka
tanda-tanda (kebesaran) Kami
di segala penjuu, dan dalam diri
mereka sendiri, sehingga jelas
bagi mereka, bahwab Al-Qur'an
itu adalah benar. Tidakkkah
cukupkah (bagi kamu) bahwa
Tuhanmu menjadi Saksi atas
sekagalanya.”

Perkawinan
1. Asas Perkawinan: Poligami atau
Monogami

Secara kebahasaan nikah itu
dapat diartikan dengan bergabung dan
berkumpul (adh-dhammu wa al-jam’u).
Sedangkan menurut para ahli hukum
Islam (fugaha’), nikah itu adalah suatu
ungkapan yang menggambarkan akad
nikah yang dilakukan antara seorang
laki-laki seorang perempuan, dengan
berbagai rukun dan syaratnya (al-
Husaini, t.t. 2: 36). Adanya ajaran
nikah dalam Islam, disebabkan secara
umum, manusia membutuhkan
pernikahan (al-muhtajj ila an-nikah),
sebagai media penyaluran naluriah
reproduksi dengan cara baik dan halal.
Terlepas dari status hukumnya yang
dipahami sebagai wajib atau hanya
sekedar anjuran sunnat, dengan
menikah seseorang akan terhindar dari
perbuatan yang  fahisyah  atau

perbuatan keji dalam bentuk zina.

Islam sangat melarang seseorang
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tidak menikah, kecuali dengan alasan-
alasan yang dibenarkan syariat dan
berdasarkan akal logis. Ini dipahami
dari sabda Nabi saw. yang berbunyi :
La rahbaniyah fi al-Islam,yakni tidak
ada selibat atau hidup membujang
dalam Islam. (al-Husaini, t.t. 2: 37-38)
Persoalan krusial dalam hukum
keluarga Islam adalah tentang asa
perkwinan. Dalam kitab-kitab figih yang
banyak dianut oleh para fugaha’ (ahli
hukum Islam klasik), bahkan masih
banyak yang men-taqlidi-nya hingga
sekarang, sekalpun Undang-Undang
Perkawinan Indonesia teeh memberi
rumusan, bahwa pernikahan itu dapat
dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan lebih dari satu hingga empat
orang perempuan. Claim ini tentu saja
dipahami secara literal (harfiyah) dari
ungkapan Al-Qur'an surat an-Nisa’
ayat 3, dengan penekanan pada
potongan ayat yang yang berbunyi: ...”
maka nikahilah perempuan-perempuan

yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat...”. Ini merupakan suatu idrak
atau pemahaman literal yang kita
maklumi, dan tidak salah sama sekali,
sekalipun beban psikologis dalam
rumah tangga, terutama isteri menjadi
semakin berat. Padahal ada potongan
atau bagian akhir Al-Qur'an surat an-
Nisa® ayat 3 di atas, vyang
menyebutkan: “.. jika kamu takut tidak
akan dapat berbuat adil, maka
kawinilah seorang saja atau buak-
budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya. Selain itu, ada
ayat lain yang terkait, umpamanya Al-
Qur'an surat an-Nisa' ayat 9, yang
artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak
akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isterimu, walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah
kamu terlalu cenderung (kepada yang
kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika
kamu mengadakan perbaikan dan

memelihara iri (dari kecurangan), maka
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sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Sehubungan dengan hal di atas,
maka asas pernikahan juga perlu
didiskusikan  dalam  world  view
maqashid, yaitu secara kognitif, ayat
Al-Qur'an di atas harus dipahami
dengan cara holistik, sebagai upaya
menghidari beban psikologis yang
berat dalam rumah tangga. Yaitu,
memahaminya bukan hanya
mengambil secara sepotong-sepotong
dari ayat di atas, tetapi juga melihatnya
secara utuh dan holistik dalam ayat Al-
Qur'an tersebut, dan memadukan
dengan ayat lain yang pantas dan
relevan. Berbagai macam hukum nikah
dan rinciannya yang dikemukakan oleh
para ulama, tentu saja dimaksudkan
adalah untuk kemslahatan seseorang,
baik kemaslahatan dunia maupun
kemaslahatan akhirat, dengan memiliki
generasi penerus, baik laki-laki yang
soleh maupun perempuan yang

solehah. Hal ini, sesuai dengan kaidah

atau prinsip memelihara keturunan
(hifzh al-nasl) dalam lima prinsip
universal (al-kulliyat al-khams). Prinsip
hifzh  an-nasl ini, selain  untuk
melanjutkan generasi, juga sebagai
upaya menghindari beban psikologis
yang berat dalam rumah tangga,
seperti telah disebutkan. Membina
suatu rumah tangga itu haruslah
berorientasi kepada  perlindungan
keluarga, kepedulian terhadap institusi
keluarga, kepedulian terhadap hak-hak
perempuan dan kepedulian terhadap
hak-hak anak. Dengan demikian,
sepanjang tinjauan maqashid, dua ayat
di atas harus dipahami secara holistik
dan terpadu, maka disimpulkan bahwa
pernikahan itu hendaklah dilakukan
oleh seorang laki-laki (sebagai suami)
dengan seorang isteri (sebagai isteri),
bukan oleh seorang lak-laki dengan
lebih dari seorang perempuan, apalagi

dilakukan oleh seorang perempuan

dengan banyak laki-laki.
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Dalam pandangan ilmu sosial

humaniora, pernikahan tersebut
merupakan bagian dari wujud interaksi
sosial, baik antara individu dengan
individu (suami dan isteri), individu dan
kelompok tertentu (suami atau isteri)
ternadap pihak keluarga masing-
masing, maupun kelompok dengan
kelompok, yaitu keluarga pihak suami
dan keluarga pihak isteri, bahkan
dalam kelompok yang lebih luas, yang
bertujuan untuk membangun sistem
dalam sebuah hubungan sosial.
Interaksi  sosial  dalam bentuk
pernikahan ini merupakan kontak
sosial yang sangat positif, yang
mengarah kepada kerjasama antara
berbagai pihak. Terkait asas
perkawinan dalam Islam, dalam ilmu
sosial tentu sangat sejalan, sebab
dengn asas monogami maka
komunikasi akan berjalan dengan baik,
tanpa ada orang ketiga. Ringkasnya,

menurut magashid yang dibantu ilm-

ilmu sosial humaniora, bahwa asas

pernikahan dalam Islam adalah
monogami, bukan poligami atau
poliandri. Hal terakhir ini (poliandri)
tidak  dibenarkan, karena akan
mengacaukan keturunan. Bagaiamana
dengan pernyataan Al-Quran yang
secara jelas menyatakan kebolehan
menikahi perempuan yang diingini,
dua, tiga sampai empat, yang
mengisyaratkan kebolehan poligami?
2. Poligami Sebagai Jalan Keluar
dari Masalah
Pemanfaatan kolektfitas

dalii yang terkait dengan satu

persoalan adalah lebih baik dari

pengabaian salah satunya.
Pengabaian ayat tentang
kebolehan seorang laki-laki

memiliki isteri: dua, tiga atau empat
(an-Nisa': 3), sebagai salah satu
hard core keberagamaan Islam,
adalah suatu penginkaran
terhadap ayat suci Al-Qur'an, yang
prinsipnya tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana mengabaikan  ayat
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yang menjelaskan cukup satu isteri
saja kalau merasa tidak akan adil
(an-nisa’: 3) sebagai potongan
akhir dari ayat di atas. Hal yang
sama bahayanya ketika kita
mengabaikan ayat yang berbunyi

kamu tidak akan dapat berlaku adil

terhadap beberapa isteri,
selamanya (an-Nisa’: 129).
Memadukan ayat-ayat yang

tampak kontradiksi tersebut adalah
suatu keniscayaan jika tidak mau
terjebak pada penginkaran bagian
dari hard core  keberagamaan
Islam tersebut. Sebagai tali
pemaduanya adalah dengan
menggunakan teori magqashid,

terutama dalam prinsip hifzh an-

nasl, dan memanfaatkan teori
pendekatan ilmu-ilmu sosial
humaniora.

Terkait dengan poligami
sebagai problem solver, bahwa

laki-laki sebagai suami boleh (tidak

mesti) mengembalikan isterinya

kepada keluarganya, vyaitu ketika
isterinya gila (al-junun), ada
penyakit lepra (al-judzam), ada
penyakit kusta (al-barash), ada
penyumbatan beupa daging di alat
reproduksi perempuan (rataq), dan
ada penyumbatan berupa tulang di
alat reproduksi perempuan (qaran).

Dalam kondisi salah satu dari yang

lima ini, berdasarkan secara
harfiyah boleh saja laki-laki
mengembalikan atau

menceraikannya (al-Husaini, t.t. 2:
59). Tetapi, tindakan ini jelas tidak
humanis, melanggar kaidah-kaidah
humaniora, yang menyuruh umat
Islam berlaku kasih sayang, saling
empati,

simpati terhadap orang

yang sedang menderita.  Oleh

karena itu, sebaiknya tidak
menceraikannya, tetapi dengan
cara yang baik, komunikatif,
seorang laki-laki dapat

menerapkan media problem solver,

poligami, dengan tetap
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mempertahankan isteri yang
menderita tersebut, seraya tetap
memberi dorongan, semanagat
dan terutama nafkah dan usaha
pengobatan.

Dalam figih ada  hukum
keseimbangan, perempuan juga
boleh (tidak mesti) mengembalikan
suaminya manakala laki-laki itu gila
(junun), ada penyakit lepra
(judzam), ada penyakit kusta
(barash), alat reproduksinya putus
(jabb) atau lemah syahwat, tidak
melawan (‘unnah). Tetapi, berbeda
dari  laki-laki, perempuan tidak

boleh mencari laki lain sebagai

suami, seraya tetap
mempertahankan suami yang
sedang mengalami salah  satu

penyakit tersebut. Hanya saja,
boleh (bukan mesti) untuk meminta
bercerai

berpisah  atau dengan

cara yang baik, kecuali kalau
terjadi syigaq (persengketaan yang

luar biasa dan tidk dapat

didamaikan lagi oleh hakaman min
ahlihi dan hakaman min ahliha (an-
Nisa': 35). Dalam keadaan
semacam ini, maka perpisahan
dapat dilakukan dengan thalak dari
suami atau khulu’ dari isteri yang
dalam bahasan undang-undang
disebut dengan cerai talak dan
cerai gugat.
Hukum Kewarisan
1. Konsep Warisan

Dalam kitab-kitab figih klasik
yang banyak diikuti dan beredar dalam
masyarakat, istilah kewarisan, dalam
bahasa Arab, sering diungkapkan
dengan sebutan, antara lain, al-irts
atau mawarits, fara’'id, tirkah. Sebutan
al-irts atau mawarits memiliki arti
perpindahan harta atau perpindahan
pusaka. Sebutan fara'idh mengnadung
arti sesuatu yang ditetapkan bagiannya
(Syarifudin, 2005: 5). Sedangkan
sebutan tirkah berarti harta
peninggalan

(Mardani, 2014: 3).

Dengan ungkapan lain, sebutan
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mawatrits berkonotasi pada makna
atau arti peralihan hak dari orang yang
meninggal kepada ahli waris. Sebutan
fara’id berkonotasi pada makna atau
arti  bagian-bagian tertentu yang
menjadi hak ahli waris masing-masing.
Sedangkan istilah tirkah tampaknya
berkonotasi kepada makna atau arti
yang terkait dengan harta peninggalan
atau harta yang ditinggalkan oleh
seseorang Yyang telah meninggal
dunia. Istilah-istilah itu tampaknya
dapat dikategorikan sebagai al-alfazh
al-mutaradifah, yakni lafazh-lafazh
yang bersinonim, yang mengandung
maka yang sama, Vyaitu hukum
kewarisan menurut Al-Qur'an dan
hadits.
2. Fomulasi Pembagian Waris
Persoalan hukum kewarisan ini
sangat krusial dan ketat dalam teori,
tetapi sangat tidak krusial dan sangat
longgar dalam praktek. Hal yang paling
kewarisan

krusial dalam hukum

menurut ajaran Islam adalah tentang

margin pembagian harta waris laki-laki
dan perempuan, yaitu porsi bagian lak-
laki lebih banyak dari porsi bagian
perempuan, seperti disebutkan dalam
Al-Qur'an surat an-nisa’ ayat 11.
Sangat krusial dan ketat, karena
kebanyakan materinya, terutama porsi
pembagian antara laki-laki dan
perempuan, telah dinyatakan dalam Al-
Qur'an dan hadits secara qath’i ad-
dilalah menurut kaidah ilmu ushul al-
figh, terutama tentang besaran
pembagian (al-furudh al-muqgaddarah)
atau hak masing-masing ahli waris,
sehingga ada yang menganggap
bahwa kalau tidak dilakukan dan
diberlakukan pembagian waris
menurut ketentuan Al-Qur'an dan
hadits secara qath’i atau pasti itu,
maka seorang muslim atau umat Islam
dapat dianggap melenceng dari
ketentuan yang semstinya, bahkan
dianggap akan dapat membawanya

menjadi fasiq, zhalim bahkan kafir,

karena tidak mengikuti hukum Allah
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seperti tersbut dalam saurat al-Ma'idah
ayat (surat al-Ma’idah ayat 44, 45 dan
47), yang dipahami secara literal atau
harfiyah.

Tetapi, pada kenyatannya,
hampir di semua wilayah di Indonesia
tidak atau belum menerapkannya,
kecuali orang-orang tertentu yang
sudah sangat ‘sadar’ atau orang-orang
tertentu utuk kepentingan subjektif
tertentu, yang modus, tujuan dan
motivasinya adalah tetap saja karena
unsur ‘tamak’ dengan harta, yang
dapat terwujud dengan alibi harus
ditetapkan  hukum  waris  Islam,
terutama oleh kaum lakik-laki. Alasan
yang dikemukakan antara lain, bahwa
dalam kaidah ilmu wushul al-figh,
penerapan ayat-ayat dan hadits yang
qath’i sekalipun, tidak sertamerta harus
diterapkan, artinya kalaupun dalil itu
qath’i ats-tsubut dan qath’i ad-dilalah,
tetapi ada kemungkinan zhanni tanfidz,
sehingga ada peluang untuk tidak atau

belum menerapkannya, terkait realitas

sosial saat yang tidak memungkinkan.
Belum lagi ditambah alasan tentang
kemaslahatan dan keadilan universal
dan partikular dalam keluarga, sesuai
dengan kondisi kekinian. Dalam
realitas sosial saat ini, laki-laki dan
perempuan sama-sama bekerja,
sama-sama berperan dalam mencari
penghasilan, sama-sama memiliki hak
untuk menikmat atau menerima harta
warisan secara adil. Ada lagi kasuistiik
sifatnya, bahwa orang tua telah
mengeluarkan banyak harta untk
anaknya lak-laki, tetapi keta ia
meninggal laki-laki tersebut masih
mendapatkan harta warisan yang lebih
anyak, secara agliayh memang tidak
adil. Ini telah banyak dibicarakan oleh
para ahli, termasuk para pemikir Islam
dan ahli hukum. Umpamanya, Munawir
Sadzali dalam gagasan reaktualisasi
Islam, menawarkan formulasi 1-1,
bukan 2-1 untuk pembagian waris.

Juga Hazairin menawarkan kewarisan

bilateral, memposisikan sejajar antara
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laki-laki dan perempuan, tergantung
pada besar kecilnya perana mereka
dalam keluarga (Anshori, 2005: 12).
Formulasi bagian yang sama
antara laki-laki dan perempuan, yang
ditawarkan oleh sebagian pemikir di
atas, mnurut konsep maslahat dalam
ilmu ushul al-figh yang dipahami oleh
sebagian ulama pendudkung aturan
literal ayatAl-Qur’an dan hadits, masuk
dalam kategori maslahah mugha. Al-
Kailani (2000) telah memperkuat
pandangan ulama klasik seperti ini. la
mengatakan bahwa contoh lain
tentang maslahah mulgha yang juga
serirng dikemukakan oleh ulama-
ulama figih klasik adalah tentang
penetapan pembagian waris (harta
peninggalan) yang besarannya sama
antara laki-laki dan  perempuan
bersaudara, dengan alasan ibu dan
bapaknya adalah sama. Pandangan
ini,  menurut mereka  haruslah

diabaikan, tidak boleh dilakukan.

Sebab, menurut mereka, besaran

pembagian waris ini sudah sangat
jelas disebutkan dalam nash Al-Qur’an
bahwa laki-laki dua bagian dan
perempuan satu bagian, sebagaimana
terdapat dalam surat an-Nisa" ayat 11,
Yusikumullah  fi

yang berbunyi:

aulaikum |i ad-dzakari mits hazh al-

intsayain. Artinya : “Allah
mensyariatkan (mewajibkan)
kepadamu tentang (pembagian

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu)
bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak
perempuan.’.

Dalam pandangan saya,
pemahaman di atas, yakni hanya
dengan melihat pengertian ayat yang
dipahami  secara  harfiyah  dari
pendapat ulama figih kalsik di atas
sesungguhnya adalah benar adanya,
tetapi masih berputar pada
kemaslahatan partikular (al-maslahah
aljuz'iyah atau al-maslahah al-

khashsah). Tetapi, dalam memahami

ayat-ayat tentang waris tersebut,
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terutama tentang besaran bagian laki-
laki dan perempuan, dapat juga
digunakan teori new maqshid yang
esensinya dalah kemaslahatn
universal, yang dipadukan dengan
pertimbangan  situasi  kontekstual
(ahwal qara’in). Ini sejalan dengan
prinsip new magqashid bahwa
kemaslahatan dan keadilan dalam
keluarga haruslah diterapkan, tanpa
mengabaikan nash-nash yang relevan,
sebagai dasar legalitasnya.
Berdasarkan pendekatan new
maqashid yang dibantu dengan
pertimbangan  situasi  kontekstual
(ahwal qara’in), pembagian warisan
bukan hanya dapat dilakukan dengan
mengamalkan ayat partikular
(juz'iyah), tetapi juga dapat dilakukan
dengan ayat-ayat universal (kulliyah),
dengan menjadikan kemaslahatan dan
keadilan universal bagi semua ahli
waris, sebagai tolok ukur. Dalam hal

ini, seandainya pembagian harta

warisan mengikuti ayat-ayat partikular

(juz’iyah) memang dipastikan akan
dapat mewujudkan kemaslahatan dan
keadilan dalam keluarga ahli waris,
maka ayat partikular (juz'iyah) tersebut
langsung

dapat diamalkan atau

diterapkan. Tetapi, manakala
kemaslahatan dan keadilan akan
terusik dalam keluarga atau bahkan
terjadi konflik dengan penerapan ayat
partikular (juz'iyah) tersebut, terkait
dengan realitas sosial-antropologis,
maka dapat diterapkan nash-nash atau
ayat-ayat universal (kulliyah). Ayat
universal (kulliyah) ini juga tidak
mengabaikan  nash-nash partikular
(juz’iyah) sekalipun dalam bentuk lain
yang releva dengan distribusi harta.
Artinya ayat universal (kulliyah)
tersebut akan tetap
merekomendasikan kepada nash-nash
atau dalil-dalil partikular (juz'iyah) yang
menjelaskan ‘pintu-pintu pendistribusin
harta dengan jalan lain’, sehingga

pembagian harta tersebut akan tetap

beradasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di
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satu isi, dan keutuhan keluarga dapat
dipelihara dan dipertahankan di sisi
lain.

Umpamanya, ketika ayat
partikular (juz'iyah) tentang pembagian
harta warisan ternyata dalam realitas
sosial-antroologis (dan ini memamg
banyak terjadi dalam masyarakat
mereka

sehingga menggunakan

hukum adat), tidak mewujudkan
kemaslahatan dan keadilan dalam
keluarga, maka digunakan ayat yang
bersifat universal (kulliyah), seperti
ayat tentang musyawarah dalam surat
Ali ‘Imran ayat 159: Wa syawirhum fi
al-amr (berusahalah dengan mereka
dalam urusan itu) dan dalam surat asy-
Syura ayat 38 : wa amruhum syura
bainahum (sedangkan urusan mereka
diputuskan

dengan  musyawarah

antara mereka). Ayat universal
(kulliyah) tentang musyawarah ini
(melalui musyawarah keluarga yang

dilakukan) akan merekomendasikan

kepada pintu-pintu pendistribusian lain,

umpamanya pintu hibah, pintu, hadiah,
pintu infaq, pintu wasiat wajibah atau
pintu wakaf (terutama wakaf dzurriy
atau wakaf keluarga ). Sebab itu,
dalam konteks ini, saya termasuk
orang yang tidak menyetujui adanya
penghapusan wakaf dzurri (atau wakaf
keluarga), seperti yang dirumuskan
dalam undang-undang nomor 41 tahun
2004 tentang wakaf.

Terkait dengan klaim qath’i yang
dikemukakan oleh para ulama klasik
tentang besaran bagian hukum waris,
perlu didiskusikan sekilat tentang teori
qgath’i dan zhanni, terutama
menyangkut petunjuk hukumnya (ad-
dilalah). Pemahaman yang beredar di
kalangan ulama dan umat Islam, yang
disebut qath’i itu secara sederhana
adalah petunjuk-petunjuk nash yang
maknanya hanya satu, sementara
zhanni adalah petunjuk makna yang
memunkinkan pengertian yang lebih

dari satu. Tetapi, menurut Imam asy-

Syatibi yang diperkuat oleh Jaser
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Audah, untuk dikatakan gath’, dalil itu
haruslah memenuhi premis-premis
tertentu (muqadimat) yang berjumlah
sepuluh yang disebutnya al-ihtimalat
al-‘asyarah, (sepuluh kemungkinan),
yaitu: (1). Riwayat-riwayat
kebahasaan; (2) riayat-riwayat yang
berkaitan dengan gramatika (nahwu);
(3) riwayat-riwayat yang berkaitan
dengan prubahan kata (sharaf); (4)
redaksi yang dimaksud bukan kata
bertimbal (ambigu, musytarak); atau
(5) redaksi yang dimaksud bukan kata
metaforis (majaz); (6) tidak
menganung peralihan makna; atau (7)
sisipan (idhmar); atau (8) pendahuluan
dan pengakhiran (tagim wa ta khir);
atau (9) pembatalan hukum (nasakh);
dan (1) tidak mengandung penolakan
logis (‘adam al-mu’aridh Ii al-‘aqliy).
(asy-Syatibi, 1979. 1: 29). Dengan
kriteria-kriteria ini, dalam dugaan saya,
asy-Syatibi sesungguhnya cenderung

kurang setuju terhadap adanya qath’i-

zhanni dari ayat-ayat Al-Qur'an dan

hadits. Ini terlihat dari pandangannya
bahwa apabila ayat atau hadits itu
secara kesendirian, maka tidak ada
gathi'i. Sebab, kalaupun ada qathi’,
maka harus adanya sepuluh unsur
seperti di atas, yang tentunya sangat
sulit, untuk tidak dikatakan tidak
mungkin untuk ditemukan. Terlepas
dari itu, sesungguhnya imam asy-
Syatibi telah menggagas perlu adanya
keterpaduan dan kohesifitas antara
nash-nash dengan realitas dan
fenomena yang terjadi dalam
masyarakat dalam perumusan hukum,
termasuk hukum keluarga.
Perwakafan
1. Wakaf : Media Pemberdayaan
ekonomi umat

Wakaf berpotensi untuk
pengembangan peradaban di bidang
ekonomi, yakni peningkatan ekonomi
umat, tidak terkecuali umat Islam di
Indonesia. Tetapi, hingga saat ini,
pemberdayaan wakaf untuk tujuan

tersebut belum  menggembirakan.
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Diskusi-diskusi, seminar-seminar atau
konferensi, tentang wakaf sudah
banyak sekali dilakukan, yang hampir
semuanya menghasilan kesimpulan
bahwa peberdayaan wakaf adalah
suatu keniscayaan, ia sangat penting
untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Namun, dalam dataran praktek
tampaknya masyarakat belum bergitu
tertarik dengannya, ia belum menjadi
idola dalam peningkatan ekonomi
umat. Masih banyak umat Islam yang
tidak mau berwakaf, termasuk para
pengurus lembaga atau badan wakaf
sendiri.

Ada beberapa alasan yang
dapat dikemukakan, antara lain,
adalah:  Pertama, trust atau
kepercayaan masyarakat terhadap
pengelola wakaf atau nazhir masih
sangat rendah. Oleh karena itu,
diperlukan upaya tepat untuk
menumbuh-kembangkan keyakinan

masyarakat terhadap wakaf sebagai

media peningkatan ekonomi umat.

Kedua, tidak kalah dari alasan
pertama, bahkan menjadi alasan
mendasar kegemaran berwakaf adalah
masyarakat masih sangat kekeh
dengan status hukumnya yang hanya
sunnat, berbeda dari zakat yang
hukumnya waijib. Dalam kesempatan
ini, saya tidak akan mendiskusikan
alasan pertama, yakni tentang atau
persoalan kepercayaan masyarakat
terhadap pengelola wakaf, penulis
sampaikan dalam kesempatan lain,
penulis hanya akan memfokuskan
pada kajian dan diskusi tentang alasan
kedua, dengan terlebih  dahulu
menguraikan tentang figih wakaf..
2. Konsep Wakaf

Ketidaksepakatan dan
kesepakatan tentang konsep wakaf
telah menghiasi hampir di setiap kitab-
kitab figih mu’tabar (diakui ulama dan
umat) yang beredar di Indonesia.
Definisi wakaf jelas bagian yang tidak
disepakati. Secara kebahasaan wakaf

berarti menahan (al-habs). Istilah
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menahan (al-habs) dalam konteks
wakaf ini mengandung makna prinsip
yang mengarah  kepada  suatu
pengertian bahwa tidak ada
pengalihan hak kepemilikan pokok
harta kepada siapapun. Dari sini maka
para ahli figih merumuskan pengertian
wakaf secara kemaknaan, yang
sekalipun redaksi dan konsekuensi
yang berbeda namun tetap terdapat
titik temu yang sama. Al-Kubaisi (2004:
61), mengemukakan bahwa definisi
wakaf yang ringkas dan padat adalah
yang dirumuskan oleh |Ibn Qudamah,
yaitu: menahan asal dan
mensedekahkan hasilnya.sejalan
dengan ini, ahli hukum Islam
kontemporer, sayyid sabiq
(1988,3:415) merumuskan”Al-Waaf
huwa habs al-ashl wa tasbil ats-
tsamarah, ai habs al-mal wa sharf
manafi’ih fi sabillillah”. Artinya: wakaf
adalah menahan asal (pokok) dan

mendermakan buah (hasilnya) yakni

menahan harta dan mendaya gunakan

manfaat-manfaatnya di jalan Allah”.
Hal ini sesuai dengan apa yang
diucapkan rasul kepada ‘Umar: in syi'ta
habasta ashlaha wa tashaddqta biha.
Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli
hukum Islam kontemporer (as-Zuhali,
1989. 8: 153-156) telah

mengemukakan  berbagai  definisi
wakaf dalam pandangan berbagai
mazhab figih klasik, yang lama dan
banyak diikuti, seperti dikemukakan
dalam bukunya al-figh al-islami wa
adillatuh, ahli hukum Islam
kontemporer tersebut menguraikan
tiga kecenderungan dalam perumusan
konsep wakaf, yaitu:

Pertama, definisi wakaf yang
dirumuskan Imam Abu Hanifah, yaitu:
wakaf adalah menahan harta benda
yang secara hukum tetap menjadi
milik pewakaf (wagqif) dan
mensedekahkan manfaat-nya untuk
tujuan-tujuan kebaikan (habs al’ain ‘ala

hukm milk al-waqif wa at-tashadduq bi

an-manfa’ah ‘ala juhah al-khair). Dari
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definisi ini, dapat dipahami beberapa
hal sebagai berikut, yaitu: (1) harta
wakaf yang telah diwakafkan itu tidak
hilang dari kepemilikan pewakaf
(wakif), artinya harta itu tetap menjadi
milik orang yang berwakaf. (2) yang
disedekahkan atau diremehkan
hanyalah manfaat-manfaatnya saja,
bukan pokok hartanya tersebut. (3)
wakaf itu sifatnya ja’iz ghairu lazim,
yakni hukumnya hanya boleh dan
dianjurkan, tetapi tidak menghilangkan
hak kepemilikan. Konsekuensinya,
pewakaf dapat menarik kembali harta
yang telah diwakafkannya tersebut dan
dapat menjualnya dan manakala wakif
meninggal dunia maka harta wakaf
tersebut dapat menjadi harta warisan.
Dalam menanggapi pendapat abu
hanifah yang membolehkan seseorang
wakif menarik kembali harta wakaf,
muridnya abu yusuf mengatakan
bahwa  seandainya hadits riwayat

‘umar yang melarang menjual harta

wakaf telah sampai kepada abu

hanifah, tentulah dia akan menarik
pendapatnya tersebut dan pasti
berpendapat sesuai dengan petunjuk
hadits  (ash-Shan’ani, tt.  3:8).
Selanjutnya dari  konsep  wakaf
menurut Imam Abu Hanifah di atas
dapat dipahami bahwa mewakfkan
harta itu sama dengan
meminjamkannya. Perbedaannya
hanya terletak pada keberadaan
benda. Kalau wakaf, bendanya ada
dalam pengawasan wakif, sedangkan
pada pinjam meminjam bendanya ada
pada orang yang memanfaatkan harta
tersebut, yaitu peminjam. Artinya, baik
wakaf maupun ‘ariyah itu bukanlah
melepaskan hak atas benda pokok,
melainkan hanya mendermakan hasil
atau manfaat dari benda itu saja.
Seorang mewakafkan sebidang
sawah, maka bukan sawah itu
sebenarnya yang lepas menjadi
miliknya melainkan hasil dari sawah
yang diwakafkan tersebut. Perlu

dikemukakan bahwa ketentuan
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semacam ini, menurut Imam Abu
Hanifah, tidak berlaku pada wakaf
yang telah diputuskan leh hakim,
wakaf wasiat dan wakaf masjid.
Sebab dalam tiga hal ini telah terjadi
apa yang disebut dengan institusi
wakaf sehingga sudah leaps
kepemilikannya dari pihak yang
berwakaf.
Kedua, definisi yang
dikemukakan oleh Syafi'iyah sebagian
murid Imam Abu Hanifah dan
Hanabilah, yaitu wakaf adalah
menahan harta yang  mungkin
dimanfaatkan serta kekal materi
hartanya (baga’ ‘ainih) dengan terputus
hak men tasharrufkannya melalui
pernytaan wakif atau orang lain untuk
tujuan yang mubah, atau
mendistribusikan manfaatnya untuk
bebaikan dalam rangka mendekatkan
diri kepada allah (habs mal yumkin al-
intifa’ bih ma’a baqa’ ‘ainih bi’ qath’i at
tasharryf fi raqabatih min al-waqif wa

gahirih ‘ala mashrif mubahin maujudin

au bi shraf ra’ih ‘ala jihah birr wa khair
taqarruban ia allah ta’ala). Dari definisi
ini dapat dipahami beberapa hal
sebagai berikut: (1) harta benda wakaf
itu harus merupakan harta yang
mempunyai manfaat yang lama, bukan
yang cepat rusak atau cepat habis. (2)
harta yang telah diwakafkan itu bukan
lagi menjadi milik wakif (orang yang
mewakafkan), dan bukan milik orang
lain, melainkan telah  berpindah
menjadi milik allah. (3) mewakafkan
harta itu adalah untuk selama-lamanya
dan tidak dibenarkan mewakafkan
harta untuk tertentu atau terbatas. (4)
terwujudnya wakaf manakala telah ada
pernyataan dari wakif (orang yang
berwakaf) terpenuhi maka terwujudlah
kepastian adanya wakaf. Manakala
wakaf telah dianggap sah, maka pihak
berwakaf tidak dapat menarik kembali

wakaf nya dan karena itu wakif tidak

lagi mempunyai hak untuk
mentasharrufkannya
(mentransaksikannya), yakni
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menghibahkannya atau menjualkannya
dan seandainya wakif meninggal dunia
maka tidak dapat diwarisi oleh ahli
warisnya. Sejalan dengan pandangan
kedua ini, Al-durjani (1998: 253)
mengemukakan bahwa menurut syara’
wakaf adalah menahan benda dari
kepemilikan dan bersedekah dengan
manfaatnya. Ibn al-Qasim (t.t 2: 38)
merumuskan bahwa wakaf adalah
suatu tindakan menahan harta yang
dapat dimanfaatkan tanpa habis
seketika dan untuk penggunaan yang
ibahah (dibolehkan hukum agama)
serta dimaksudkan untuk mendekatkan
diri  kepada Allah atau mencari
keridhoaan-nya.

Ketiga, definisi yang dianggap
representatif dalam mazhab Imam
maliki yaitu wakaf adalah menahan
harta dari mentransaksikannya dan
menyedekahkan manfaat-manfaatnya
untuk tujuan—tujuan kebaikan, sebagai
pemberian yang mengikat (fabarru’

lazim), serta bendanya tetap menjadi

milik pewakaf  (wakif)  dengan
pernyataan untuk waktu tertentu dari
pihak pemberi wakaf (wakif), tidak
disharatkan untuk selamanya (habs al-
‘ain ‘an ayyi tasharrufin tamalikiyin wa
yatabarra’u birai’iha lijihah khaiririyah
tabarru’an laziman bi shighah ma’a

£

baga’ al-‘ain ‘ala milk al-wagqif

muddatan mu’ayyanatan min az-
aman, fala yusytaratthu fih at-ta’bid).
Dari definisi ini, dapat dipahami
beberapa hal sebagai berikut: (1) sama
dengan mazhab hanafi, bahwa harta
yang diwakafkan itu tetap menjadi
pihak yang berwakaf. (2) berbeda dari
mazhab hanafi, pihak yang berwakaf
tidak boleh mentranssaksikan harta
yang diwakafkan tersebut. Artinya,
pihak wakif tidak boleh menariknya
kembali, menjualnya, kecuali apabila
harta wakaf tidak bermanfaat lagi, tidak
boleh mewariskannya atau
menghibahkannya. (3) berbeda dari

mazhab lain yang mensyaratkan wakaf

untuk selamanya, dalam mazhab
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maliki wakaf itu boleh untuk waktu
tertentu, tidak mesti untuk selamanya.
Jadi, dalam mazhab maliki, wakaf itu
boleh untuk selamanya, boleh pula
untuk waktu tertentu dan boleh juga
tidak menentukan waktu. Dalam hal
terakhir ini wakaf dapat dikategorikan
kepada wakaf untuk selama-lamanya.

Terlepas dari ini rumusan-
rumusan diatas sesungguhnya
mempunyai tittk temu dalam hal
sebagai berikut: (1) rumusan-rumusan
tersebut sama-sama merespons
petunjuk-petunjuk tentang wakaf dan
praktik-praktik tentang wakaf dan
praktik-praktik yang secara historis
telah banyak dilakukan pada periode
awal Islam. (2) benda-benda wakaf itu
dapat dikembangkan dan diperluas,
sesuai dengan perkembangan
masyarakat. (3) wakaf itu merupakan
ibadah sosial, yakni bertujuan untuk
kepentingan umum dan memenuhi

berbagai kebutuhan masyarakat, yang

selalu berubah dan berkembang.

Ringkas-nya wakaf adalah perbuatan
baik (‘amal shalih) dan shadaqah
Jariyah serta harta itu berfungsi sosial.
3. Pergeseran Hukum Berwakaf: dari
Sunat ke Wajib

Terlepas dari konsep wakaf di
atas, mengenai status hukumnya,
dalam kitab-kitab figih klasik yang
hingga sekarang banyak dipegangi
atau diikuti oleh masyarakat, bahwa
hukum berwakaf itu bukanlah waijib,
karena secara tektual (harfiyah) dalil-
dalii yang ada bersifat universal
(kulliyah), terutama ayat-ayat Alquran,
dan juga haits. Hanya ditetapkan,
bahwa status

hukumnya tidak

mengikat (ghairu  jazim), namun
dinyatakan bahwa seseorang yang
melakukannya akan mendapatkan
pahala dan orang yang
meninggalkannya  tidak  berdosa,
sehingga banyak yang memahaminya
sebagai sunnat saja. Apakah ada
kemungkinan untuk menggesernya

kepada hukum yang lebh tinggi, yaitu
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bahwa hukum berwakaf itu adalah
wajib?.

Berdasarkan beberapa kitab
klasik yang sempat saya baca, para
ahli figih atau hukum Islam sebenarnya
masih silang pendapat  dalam
penyebutan tentang hukum berwakaf.
Ada yang menyebut hukumnya ja'iz
atau boleh saja, ada yang sebagian
ulama yang menyebutnya mustahabb
atau disukai, yang kedua istilah
tersebut tidak masuk dalam salah
sebutan lima pola hukum figih (wajib,
sunnat, mubah, makruh, dan haram).
Untuk memasukkannya ke dalam
salah satu kategori yang lima inilah,
tampaknya kebanyakan ulama hingga
sekarang, menetapkan hukum
berwakaf adalah sunnat. Dalam kitab
matan al-ghayah wa attaqrib karya Abu
Syuja’ (t.t. 51) disebutkan: al-waqfu
ja’iz wakaf itu hukumnya hanya ja'iz.
Istilah ja'iz tentu merujuk kepada

hukum yang hanya boleh, tidak

menggubakan lima istilah pola hukum

figih (wajib, sunnat atau mandub,
haram, makruh, mubah). Sementara
itu, dalam Kifayah al-akhyar, karya al-
Husaini (t.t.1: 319 disebutkan: Huwa
qurbatun mandubun ilaiha, yang berati
wakaf itu adalah ibadah untuk
mendekatankan diri kepada Allah yang
mandub atau disunnatkan. Saya belum
menemukan ulama yang mengatakan
hukumnya wajib.
Saya tetap menghormati
pendapat ulama klasik, yang diikuti
hingga sekarang, tersebut, yang
mengatakannya ja'iz atau mustahabb
atau sunnat, sebagai suatu yang benar
adanya Dberdasarkan hasil ijtihad
mereka, dengan memperhatikan
konteks saat itu. Tetapi, sebagai hasil
jtihad dalam menentukan hukumnya,
kesimpulan semacam ini bukanlah
satu-satunya pendapat dan bukanlah
satu-satunya kebenaran. Dalam
konteks maqashid dan realitas sosial-

antropologis serta perannya yang

sangat besar dalam pengembangan
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peradaban di bidang ekonomi,
terutama peningkatan kemampuan
ekonomi umat, pendapat semacam itu
masih dapat dievaluasi dan direvisi.
Sejauh itu, penentuan suatu hukum,
selain memang telah disbutkan dengan
jelas dengan ungkapan sebagai
fardhu, iftaradha, furidha, kutiba dan
lain-lain  untuk menunjukkan amar
wajib atau ungkapan imperatif yang
bermakna mesti dilakukan,
berdasarkan pendekatan maqashid
yang didukung oleh realitas sosial-
ekonomi, maka hukumnya adalah
ditentukan oleh sebesar apa
kemaslahatannya untuk umat.

Dengan pendekatan terakhir
semacam ini, maka posisi hukum
sunnat berwakaf ini, memberi peluang
untuk melakukan pergeseran dari
tingkatan yang lebih rendah kepada
tingkatan yang lebih tinggi. Artinya,
dengan mempertimbangkan kebutuhan
untuk  pengembangan

peradaban

aspek ekonomi, terutama dalam usaha

pemberdayaan ekonomi umat, maka

hukum sunnat dari berwakaf itu

digeser kepada hukum wajib, waijib

‘aridhi. Pemikiran ini, secara tidak

langsung dan dalam batas-bata

tertentu, dapat ditawarkan untuk

memperkuat  keberadaan undang-

undang wakaf. Ada suatu kaidah yang

dapat dipedomani dalam penentuan

hukum ini, yaitu kaidah magashid yang

ditawarkan oleh Imam aasy-Syatibi
sebagai berikut:

Lilll dga (e ) 5ill 5 al Y
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Artinya: “Perintah-
perintah dan larangan-

larangan  dari  segi lafaz
(ucapan) adalah sama dalam
hal petunjuk tuntutan.
Perbedaan antara  perintah
wajib  atau  sunnat, atau
antara larangan haram atau
makruh, tidak  diketahui
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melalui nash-nash.
(Perbedaan itu) tidak dapat
didapatkan, kecuali dengan
mengikuti makna-makna dan
penelitian terhadap
maslahat-maslahat dan
dalam  timgkatan apa ia
terjadi (asy-Syatibi, 1977. 3:
10).

Kaidah magashid di atas

memberi pemahaman kepada Kkita,

bahwa dari segi lafaz atau ucapan,

pada prinsip-prinsipnya,  perintah-
perintah  (al-awamir) itu  adalah
sama, demikian juga larangan-
larangan (an-nawahi), yaitu
menunjukkan suatu tuntutan.
Hanya  saja, perintah (al-amr)

adalah tuntutan untuk dilakukan
atau dikerjakan oleh orang-orang
mukallaf, sedangkan larangan (an-
tuntutan untuk

nahyu)  adalah

ditinggalkan oleh orang-orang
mukallaf. Selanjutnya, perintah itu

menjadi tuntutan untuk dilakukan,

karena mendatangkan atau
mewujudkan kemaslahatan;
sementara larangan itu menjadi

tuntutan untuk ditinggalkan, karena

menolak kemafsadatan atau
kerusakan.

Dari kaidah itu juga
dipahami, bahwa perbedaan
antara perintah-perintah adalah
pada kekuatannya, yakni  ada
perintah yang wajib dan ada

perintah yang sunnat; demikian
juga perbedaan antara larangan-
larangan adalah pada
kekuatannya, yakni ada Ilarangan
yang haram dan ada larangan
yang makruh, termasuk  yang
berada di posisi kebolehan orang
mukallaf  untuk  memilih  antara
melakukan atau meninggalkan,

yaitu ibahah. Tetapi, semua

perbedaan-perbedaan kategori ini

tidak diungkapkan secara jelas

oleh nash-nash  Al-Qur’an dan

Sunnah, vyang karenanya tidak
dapat diketahui melalui nash-nash
tersebut

secara langsung,

melainkan baru dapat diketahui

atau ditetapkan oleh para ulama
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melalui perenungan terhadap

makna-makna yang terkandung
dalam  nash-nash tersebut, dan
melalui penelitian-penelitian
terhadap kemaslahatan-
kemaslahatan, berdasarkan
realitas sosial-ekonomi umat dari
berbagai tingkatannya.

Terkait dengan khithab (ayat
atau hadits) yang berisi tuntutan
kepada orang mukallaf  untuk
melakukan suatu perbuatan wakaf,
dalam perspekif new magashid
hendaklah dilihat dari aspek
kemaslahatan-kemaslahatannya.
Beberapa ayat yang sering
dijadikan oleh para ulama sebagai
dasar umum wakaf, sebagai
bagian dari perbuatan yang baik
kebaikan

dan untuk  mencapai

individual maupun sosial, tanpa
menyebutkan secara pasti
hukumnya. Demikian juga hadits,
menunjukkan perbuatan yang

sangat baik untuk = membantu

kesulitan ekonomi umat  yang

diperintahkan Nabi Muhammad.
Oleh karena itu, dipandang dari
aspek kemaslahatan untuk
peningkatan ekonomi umat, maka
kemungkinan  peningkatan  status
hukum  berwakaf dari  sunnat,
seperti yang selama ini ditetapkan,

menjadi wajib adalah suatu hal

yang sangat memungkinkan,
sepanjang pendekatan new
magqashid dengan

mempertimbangkan realitas dan
situasi kontekstual, dan sejauh itu
untuk pengembangan ekonomi
umat, yang hingga sekarang masih
tertinggal. Pergesaran hukum ini,
kalau tidak terpasung dengan
belenggu ftaqlid, tentu tidak akan
ada persoalan atau keberatan
yang mendasar, karena selain
untuk peningkatan peradaban
ekonomi umat berwakafpun tidak

ditentukan jumlah nominalnya.
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Kesimpulan
Berdasarkan
kesimpulan

sebagai berikut:

magqashid

pertimbagan kontekstual
pernikahan an-nikah)
prinsipnya

adalah monogami, bukan poligami

mewujudkan keutuhan keluarga.

2. berdasarkan teori new magashid
formulasi pembagian

digunakan
al-juz’iyah)
manakala akan atau telah dapat
membawa mewujudkan
kemaslahatan
percekcokan
perselisihan yang dapat membawa
terganggunya keutuhan

manakala

akan dapat mewujudkan
kemaslahatan atau keadilan, maka
yang diguakan adalah ayat-ayat
univrsal (al-ayat al-kulliyah).
Sebab, ayat-ayat universal ini juga
akan merekomendasaikan kepada
ayat-ayat partikular dalam bentuk
pintu lain, seperti hibah, infaq,

wasiat wajibah dan wakaf, sesuai

ketentuan ayat universal,
umpamanya dalam bentuk
musyawarah.

3. Berdasarkan teori new

maqgashid yang dibantu dengan
pertimbangan  situasi  kontekstual
(ahwal qara’in), hukum berwakaf
dapat digeser dari kategori sunnat
menjadi kategori wajib, yang
besarannya sesuai dengan
kemampuan. Tawaran tawaran ini
tampaknya cukup beralasan untuk
dipertimbangkan dalam rangka
pengembangan sektor  ekonomi,
pendidikan, lembaga sosial, yang

membutuhkan dana yang besar.
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